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PERATURAN DARAH KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN X2

TENTANG
PAJAK HBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

YRALKCHA PADANG

Bahwa dengan ielah diundangkan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
indonesia Nomor 18 Tahun 1887 tentang Pajek Daerah dan
Retribusi Dagrah, maka Pajak Hiburan menipakan salah saly jenis
pajak Kabupaten/Kota

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 teatang Pajak
Hiburan dalam Kotamadya Daerah Tingkat || Padang tidak sesuai
lzgi dengan Undang-Urdang Nomaor 34 Tahun 2000 dan Peraturan
Pamannteh Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daorah:

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam
hiiruf & dan b, perlu membeniuk Peraturan Daerah Kota Padang
tentang Pajak Hiburan.

Undang-Lindang Nomor 9 Tahun 1856 tentang Pembentukan
Cacrah Otonom Kotz Besar Dalem  Lingkungan  Propinsi
Sumaiera Tengah { Lembaran Negara Tahun 1956 Mormor 20

Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana {Lembaran Negara Tahun 1981 Nomow 78 , Tambazhan
Lembaran Negara Nomor 3286):

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dasrah dan
Retnbusi Daerah {Lembaran Nagars Tahun 1997 Momor 41
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
MNagara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Memor 19 Tahun 1997 tentang Penaginan Pajak
gengan Sural Paksa {L.embaran Negara Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Nomor M87);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1898 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomer 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4189);

Feraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Balas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomeor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan  dan  Perlanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4022}

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 4138):

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan  Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 7);

Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemenintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1987 teniang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 172 Tahun 1887 tentang
Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan
dan tala cara pembukuan;

Keputusan Menteri Dalam Neger Nomor 173 Tahun 2002, tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Dasrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Bentuk Produk-produk Hukum Daerah:

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Susunan Crganisasi Dinas Daerah.



Diengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

G el Pl

o o

10.
1.

12,

13.

14.

18,

16.

17.

Daerah adalah Kota Padang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang.

Kepala Daerah adalah Walikota Padang.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kola Padang.

Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas.
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial palitik, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Pejabat adalah pegawai yang diben fugas terfentu dibidang perpajakan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang beraky,

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau
keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap
orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan

Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan
baik untuk dan atas namanya sendirl atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
langgung jawabnya,

Subjek pajak adalah Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah diwgjibkan untuk melaksanakan pambayaran
pajak yang ferutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak fertentu,

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim,
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Waiit
Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim,

FPajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Paiak,
dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Femungutan adalah Suatu rangkaian kegiatan mulai dafi penghimpunan data objek dan
subjek pajek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Pembukuan adalah suetu proges pencatatan vang dilakukan secara teratur uniuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumiah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,
yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan benupa neraca dan laporan laba rugi
pada setiap Tahun Pajak berakhir.

surat Pembentahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban menurut keteniuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

RANPERDA PAIAK HIBURAN
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Surat Setoran Pajek Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan
oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeforan pajak yang terutang ke
Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak
yang menentukan besanya jumiah pokok pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat
Retelapan Pajak yang menentukan besamya jumiah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumiah
yang masih harus dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT
adaiah sural ketelapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumiah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumiah pokok pajak sama besarnya dengan jumiah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, vang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan
taginan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

sural Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan fulis,
kesalzhan hitung dan /alau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daersh Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pasjak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

surat Keputusan Keberafan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajek Daerah, Sural Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah
data danfatau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daersh
yang diben wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelangoaran Peraturan Daersh.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daersh adalah, serangkaian tindakan
yang dilakukan cleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan
memungut bayaran.

BANPERDAPATAK HIBURAN




(& Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(3 Objek Pajak sebagaimana gimaksud ayat {2) 1andini dari 3 kelompak :

8. Kelompok A meliputi : Perfunjukan, permainan dan pamainan ketangkasan
sebagal berkut:

NN L

Mandi uap/sauna dan sajenianya.
Cafe musik

Fenmainan billiard

Fermnainan game dan selenisnya
Road Race

Relly Mobii/Motor

Off Road

Grass Track

b. Kelompok B mefiputi : Pertunjukan, permainan dan permainan ketangkasan
sebagai barkud ;

g
1

0

. Bigskop
. Pertunjukan musik dan hiburan di tempat terhuka

. Peitunjukan musik dan hiburan di tempat tertutup
. Taman rekreasi dan hiburan

1

2
3
4
5.
G
7

8

Pusat kebugaranffitnass

. Gelanggang renang

Bumi perkernahan

. Liritas Alam

Gelanggang Bewling
Kolam pemancingan

¢, Kelompok C melipuli : Pertunjukan, permainan dan permainan ketangkasan
sabagai berikut ;

g
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Partandingan olah raga
Kesenian tradisional
Bozar

Pameran sen;
Pagelaran tari

Festival rakyat

Selgiu sampan

Facu kuda

Hyking

10. Panjat tebing
11, Arung jeram
2. Fun bike

(8}  Pengelompokan objek pajak sabagaimana dimaksud gyat (3) ditelapkan dengan
Keputusan Kepala Dagrah.

Pazal 3

(1} Subjek Pajak adalah orang pribadi stau badan yang menanton dan alay menikmati

Pabsuras.

S RN



(¢} Wajih Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

8AB Il

DAGSAR PENGENAAN, TARIF DAM
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Uasar pengenaan pajak adalah jumiah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk
menonton dan atau menikenati Kiburan.

Pssah §

(t) Besamya tanff pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajax sebaimana
dimaksud pada pasal 2 ayat (3) adalzh sebagai berikut :

a. Kelompok A
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Mandi uapfsauna dan sejenisnya
Caté musik

Parmainan billyarg

Fermainan Game dan sejenisnya
Roud Race

Relly Maobil/Motor

Off Road

Grass Track

b Kelompok B !

Cabl
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Bioskop

a. Golongan A
b. Golongan B
¢.Golongan €
d.Golongan D
e.Golongan E

Partunjukan Musik dan Hiburan gitempat

terpuka

Perturiukan Mustk dan Hiburan ditempat

terutup

Taman hiburan dan rekrasi
Pusat Kebugaranifitness
Gelanggang renang

Bumi perkematian

Lintas Alam

Gelanggang Bowling
Kolam Permancingan

Ditetapkan tarif
Ditetapkan tarif
Diteetapkan tarif
Ditetapkan tanf
Distapkan tanf
Ditatapkan tarif
Ditetapkan tanf
Ditetapran tart

Ditefapkan tanf
Ditetapkan tarif
Oitetapkan tanf
Ditetapkan tarif
Ditetapian tarif
Ditetapkan tanf

Ditetapkan tanf

Ditetapkan tarif
Ditetapkan tarif
Ditetapkan tarif
Ditetapkan tarf
Ditztapkan tarif
Ditstapkan tarif
Ditatapkan tarif

3%
25%
20%
0%
2%
20%
%
20%

25%
23%
2%
15%
10%
10%

0%

10%
10%
10%
0%
10%
0%
0%



¢ Kslompok C .

1 Pertandingan Clah Raga Ditetapkan tanif
2 Kasanian tradisionsat Ditetapkan tarif
d  Bazar Ditetapkan tanf
4  Pamearan sen| Ditetapian tanf
5 Pagelaran far Ditetapkan tarif
6  Fastival rakyat Ditetapkan tarif
7 Salaju sampan Diletapkan tarif
8 Pacukuda Ditetapkantarif 2%
9 Hyking Ditstapkan tarif 2%
10 Panjat {ebing Ditstapkan tarif 2%
1 Arung jerem Diiotapkan tanf 2%

(2} Penstapan goiongan bioskop sebagaimana dimaksud ayat {1} kelompok B angka 4
ditstapkan dengan Keputusan Kepala Daerah,

Pasal &

Besar pajak (erutang dibitung dangan cara mengaliken dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud Pasal 4 dengan tarif pajak sebagsimana dimaksud Pasal 5.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Paiak yang terutang dipungut di wilayah dasrah termpat hiburan diselenggarakan.

BAB Y
MASA PAJAK

Pasal 8
Maza pajak adalzh jangka waktu yang lamanya 1 {satu} bulan takwim.

BAB V|
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAFRAH

Fasal §

[1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

\Z) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus diisi dengan jelag, benar dan
lengkap sertz ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3} SPTPD sebageimana dimaksud ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Daerah

selambat-lambatnya 15 {iima belas) har seislah berakhimya masa pajak.
(4} Bentuk SPTPD ditstapkan oleh Kepala Daerah,



(1)
(2

(1)
(2)

(3)

(4)

(7}

()

(1)
(2)

BAB VI
PENETAPAN PAJAK TERUTANG

FPasal 10

Pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD.
Berdasarkan SKPD dimaksud ayat (1) diterbitkan S5P0

Pasal 11

Wajib paiak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1)

digunaxan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak yang terutang.

Dalam jangka waktu 5 {lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah

dapat menerbitkan :

a. SKPDKB,

b. SKPDKET,

¢. SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimarsud dalam ayat (2) huruf a diterbitkan dalam hal

a. Apabila berdasarkan hasil pemenksaan atau keterangan lain. pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar;

b. Apabila SPTPD ftidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka wakliu
tertentu dan setelah ditegur secara leriulis;

¢. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak fterutang dihitung secara
jabatan,

Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (3)

angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakiu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (3) angka 3

dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dar

pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dihitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakiu paling

lama 24 {dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

SKPOKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diterbitkan jika ditemukan data

bari atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah

pajak yang terutang.

Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat

(G} dikenakan sanksi adminisirasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari

Jumlan kekurangan pajak tersebut.

Renakan sebagamana dimaksud ayat (7) tidak dikenakan apabia ‘waib pajak

melaporkan sendin sebelum dilakukan tindakan pemernksaan.

BAB Vil
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 12

Kepala Daerah meneniukan fanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling fama 30 (figa puluh) han setelah saal terutananya pajak.

okPD, SKPDKB, SKPDRBT, STPD, Surat Reputusan Pembefulan, Surat Reputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumiah pajak yang harus dibayar
pertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
diterbitkan,

BANPERDVPASAR HTBURAN
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(3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur alau
menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua) persen
sebulan.

(4] Tala cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dagran.

Pasal 13

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar
clen wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.

FPasal 14

Fepaginan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1987 tentang
Fanagihan Pajak dengan Surat Paksa.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAM PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 15

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan paiak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana
dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 16
~|5  Wanb Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dagrah atas penerbitan

3. SKPD:

b. SKPDKE;

c. 2KPDKBT,

d. SKPDLB.

(1) Permohonan keberatan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan memuat alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tangoal SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka

B wakiu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaanya,

= /(2] Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat {2) diterima, sudah harus
memberikan keputusan.

0 i(3) Jka jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) telah lewat dan Kepala Daerah tidak

membperikan Keputusan, permehanan keberatan dianggap dikabulkan.

. © (4 Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban

- membayar pajak.

BANPERFLFA LA K HIBERAN
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Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan permehanan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan Kepaia Daerah.

Permononan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara terulis dalam
bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
Keputusan diterima, dan dilampiri salinan Surat Keputusan tersebut.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 18

Apabila pengajuan keberafan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran pajek dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan untux jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,

(1)

(2)

)
2)

(3

BAB Xl
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PEMGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat

a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dalam penerbitannya
lerdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda  dan

Kenalkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah dalam hal sanksi fersebut dikenakan karena kekilafan wajib pajak atau bukan

karena kesalahannya.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau

pembtatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Kepala Daerah,

g2

BAB XlI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

Wejib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian  kelebihan pembayaran
pajak kepada Kepala Daerah.

Kepala Daerah dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterima
permononan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayal
(1), harus memberikan keputusan.

Jika jangka wakiu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Kepala Daersh tidak
memberikan kepulusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPOLB harus diterbitkan dalam jangka wakiu paling lama 1 bulan.

RANPER A FALAE HIBLURAN
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(4) Jika Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebin dahulu
utang pajak dimaksud.

{5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
{dua) bulan sejak diterbitikan SKPDLB.

(6) Jika kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu paling lama 2 (dua)
oulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 21

(1}  Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada
kepala Daerah dengan menyebutkan
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;
C. Besamnya kelebihan pembayaran Pajak:
¢. Alasan yang jelas.

() Permohanan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung
atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukli pengiriman Pos tercatat merupakan
bukli saat permohonan tersebut diterima cleh Kepala Daersh,

BAB Xl
KEDALUWARSA

Pasal 22

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak. kedaluwarsa setelah melampaui jangka wakty
(9) lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila -

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau:
b, Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 23

(1) Wajib Pajak yang omselnya diatas Rp. 300.000.000 - (tiga ratus juta rupiah)ftahun Wajib
menyelenggarakan pembukuan sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

() Pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk
menghitung besar pajak terutang.

Pasal 24

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewsjiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah,

RANPERDA PALAR FIIEURAN
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{2} Wajib Pajak yang diperiksa, diwajibkan
- a. memperihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi
dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang:
b. memberikan kesempatan untuk untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memben bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
¢. memberikan keterangan yang diperiukan.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Fasal 25

(1) oetiap pejabat dilarang memberitanukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui
atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya
untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan Daerah.

(2} Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah unfuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(3} Dikecualikan dar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah -

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang
pengadiian;

b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang
ditetapkan cleh Kepala Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada
pejabal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan fenaga-tenaga ahli sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperinatkan bukti terfulis
dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

(9) Untuk kepentingan pemerksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas
permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala
Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1). dan tenaga anli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan
keterangan wajib pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus menyebutkan nama
tersangka atau nama terqugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara
perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta
tersebut.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Fasal 26

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak meyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga
merugikan keuangan daerah, dapat dipidana kurungan paling lama 1 {satu) tahun dan
afau dendan paling banyak 2 {dua) kali jumliah pajak yang terutang.

(2] Wajib pajak yang dengan sengaia tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak
tenar atau fidak lengkap atau melampirkan keterangan yang fidak bemar sehingga
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah pajak yang terutang.

(3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran,




Pasal 27

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 26 tidak dituntut setelah melampaui ja
10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirmya masa pajak.

Pasal 28

(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban meraha
sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dipidana den
Kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50
ratus ribu rupiah).

(£) Pejabat yang dengan sengaja fidak memenuhi kewajibannya atau sesec
menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud d
24 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga
atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 {satu juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dilz
pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar,

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 20

(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan

pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 25 dan 27.

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adaiah :

a. menerima, mencar, mengumpulkan dan meneliti keterangan Atau laporan
oengan tindak pidana dibidang pajak agar keterangan atau laporan terset
isbin lengkap dan jelas;

0. menelitii mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tine
pajak;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan s
dengan tindak pidana dibidang pajak.

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan der
pidana dibidang pajak;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukli pembukuan,
dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap b
tersebut;

L. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyid
pidana dibidang pajak;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan &
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas oran
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;

h. memotrel sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak;

.. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai ters
saksi:

J. menghentikan penyidikan;

K. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kebenaran penyidikan ting
dibidang pajak menurut hukum yang berfanggung jawab.

BANPERDAPAIAK HIBURAN
T Pl



4.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUF

Fasal 29

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3
~ Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dinyatakan dicabut dan tidak beriaku lagi.
(2) Halhal yang belum diatur dalam Perafuran Daerah ini sepanjang menyangkut
pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada fanggal di undangkan.

Agar sefiap orang mengetshuinya memenintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditefapkan di Padang
wo A K _aad’ﬂanggal Mai.... 2002
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